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Abstract

Criminal law policy on the prevention of the
crime of trafficking is the formulation of policy/
legislation, policy application/yudiksi and
execution policy/administration.

Factors that become obstacles so that the
crime of human trafficking is difficult in preventing
among others are still many members of the public
who live dibvawah poverty, lack of quality
education and (raining for prospective workers
who will work out of the country, they still luck the
means hiring local labor, still lack of
understanding in society to legalize marriage at an
early age, is still widespread trapping debt in
recruilment (o repatriation of labor and thus
potentially criminal act of human trafficking, there
is still a lack of supporting activities in the area of
origin for victims of the crime of trafficking in
persons so that the victim who has returned
susceptible to being re-trafficked , there is still the
utilization of tourist facilities to open up a gap of
prostitution, not optimal community participation
and community leaders in an effort penaggulan gan
follow pidanan trafficking, there is no monitoring
and evaluation system that is integrated in the
prevention of the crime of trafficking in persons,
and lack of community involvement in prevention
and action actors.
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Abstrak

Kebijakan hukum pidana terhadap
pencegahan tindak pidana perdagangan orang
adalah Kebijakan formulasi/legislasi, Kebijakan
aplikasi/yudiksi dan Kebijakan eksckusi/
administrasi.

Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga
iindak pidana perdagangan orang sulit di cegah
antara lain adalah masih banyak anggota
masyarakal yang hidup dibvawah garis
cemiskinan, minimnya kualitas pendidikan dan
pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja
“eluar negeri, masih minimnya sarana perekrutan
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tenaga kerja lokal, masih adanva pemahaman
dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan
di usia dini, masih maraknya penjeratan hutang
dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga
kerja sehingga berpotensi tindak pidana
perdagangan orang, masih kurangnya kegiatan
pendukung di daerah asal bagi korban tindak
pidana perdagangan orang sehingga korban yang
sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan
kembali, masih ada pemanfaatan fasilitas wisata
untuk membuka celah prostitusi, belum
optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh
masyarakat dalam upaya penaggulangan tindak
pidanan perdagangan orang, belum ada sistem
monitoring dan evaluasi yvang terpadu dalam
pencegahan tindak pidana perdagangan orang,
dan lemahnya keterlibatan masvarakat dalam
upaya pencegahan dan penindakan pelaku.

Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, Tindak
pidana, Tindak pidana perdagangan orang.

I. Pendahuluan
A.Latar Belakang

Dalam sejarah Bangsa Indonesia
perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan
atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di
Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada
saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem
pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep
kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan
yang sifatnya agung dan mulia. Kckuasaan raja
tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya
selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari sclir
tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan
kepada raja sebagai tanda kesctiaan.

Sebagian lain adalah persembahan dari
kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari
lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau
diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar
keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan
keluarga istana, schingga dapat meningkatkan
statusnya. Perempuan yang dijdikan selir berasal
dari daerah tertentu, Sampai sckarang daerah-
daerah tersebut masih merupakan legenda.

Koentjoro, mengidentifikasi ada 11
Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal
sebagal pemasok perempuan untuk kerajaan dan
sampai sckarang daerah tersebut masih terkenal
sebagai  pemasok  perecmpuan  untuk
diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat
(Indramayu, Karawang, Kuningan) Jawa tengah
(Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar
Malang, Banyuwangi, Lamongan).2
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